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Menimbang:

Mengingat :

PERATURAN BUPATI KATINGAN
NOMOR: B TAHUN2008

TENTANG

SISTEM DAN PROSEDUR

PENDAPATAN DAERAH DAN BELANJA DAERAH

ATAS ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

ABUPATEN KATINGAN'

a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja

Daerah (APBD ) yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang Anggaran

Pendapatan dan-Belanja Daerah ( APBD ) harus di dilaksanakan dengan

efektif, efisien, terlib, tiansparan dan bertanggung jawab sesuai ketentuan

Perundang-undangan Yang berlaku,
b. bahwa untuk mew-ujudkan kesamaan dan keterpaduan langkah bagi seluruh

Satuan Kerja Perangkat Daerah ( SKPD ) di lingkungan Pemerintah

Kabupaten Katingan [erlu diatur Prosedur Pendapatan Daerah dan Belanja

Daerah Atas Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

c. bahwa berdasarkln pertimbarrgan sebagaimana dimaksud huruf a dan b

diatas, perlu menetapkan Peraturan Bupati tenlang Sistem dan Prosedur

Pendapatan Daerah dan Belanja Daerah atas Anggaran PendaPatan dan

Belanja Daerah ( APBD ) Kabupaten Katingan.

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara

yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran

fu"glra Republik lndonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran

Negara Republik lndonesia Nomor 3851),

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 Tentang Pembentukan Kabupaten

KatingJn,Kabupaten Seruyan,Kabupaten Sukamara,Kabupaten Lamandau,

Kabupaten Gunung Mas,Kabupaten Pulang Pisau,Kabupaten Murung Raya

dan Kabupaten Barito Timur di Propinsi Kalimantan Tengah ( Lembaran

Negara Tahun 2002 Nomor 1B Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952 );

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara

(Lembiran Negara Republik lndonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan

Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 42BO)"'

4. Undang-Undang Nomor '1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara

(Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan

Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4355);

5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan

Perundlng-undangan (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2004

Nomor 53, Tambaf,an Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor4389);

6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan

dan TLnggung.lawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik

lndonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik

lndonesia Nomor 4400);



L

.it 7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan

PembangunanNasional(LembaranNegaraRepubliklndonesiaTahun2004
Nomor 10a, Tambahan Lembaran Negira Republik lndonesia Nomor 4421);

8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

(Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan

Lembaran f.r"gri;:Republik lndonesia Nomor 4437) sebagaimana telah

diubah dengan unoang-undang Nomor B Tahun 2005 tentang Penetapan

peraturan pemeiiniatr"rengga-nti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005

tentang perubahan UnOarid-UnOang Nomor 32 Tahun 2OO4 tentang

Pemerintahan Daerah meni"ai Undang-Undang (Lembaran Negara

Republik lndonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara

Republik tndonesia nomor 4548);

L Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan

Antara pemeriritah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara

Republik lndonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4438);

10. peraturan pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler

dan Keuangan Pimpinah dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

(Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan

Lembaran ruegara Republik lndonesia Nomor 4416) sebagaimana telah

diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2005 tentang

Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang

Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan

Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran. Negara Republik lndonesia Tahun

2005 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

4540)',

1 1. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan

Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik lndonesia

Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia

Nomor 4502);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang standar Akuntansi

Pemerintahan (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2005

Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4503),

13. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah

(Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan

Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4574)',

14 peraluran Pernerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan

(Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan

Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4575)'

15 Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang sistem lnformasi

Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2005

Nomoi't38, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4576);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah Kepada Daerah

(Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan

Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4577)'

17. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 20a5 tentang Pengelolaan

Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2005

Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4578);

18. Peraturan Penterintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman

Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara

Republik lndonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara

Republik lndonesia Nomor 4585);



Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2000 tentang Laporan Keuangan dan

Kinerja lnstansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun

2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor

aila);
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman

Pengelolaan Keuangan Daerah ;

21 Peraturan Daerah Kabupaten Katingan Nomor 03 Tahun 2003 tentang

Kewenangan Pemerintah Kabupaten Katingan sebagai Daerah Otonom

( Lembaran Daerah Nomor 03 Tahun 2003 )

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI KATINGAN TENTANG SISTEM DAN PROSEDUR

PENDAPATAN DAERAH DAN BELANJA DAERAH ATAS ANGGARAN

PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH ( APBD ) KABUPATEN

KATINGAN

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Bupati adalah BuPati Katingan

19.

20.

2. Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut APBD adalah rencana

Xeuangan tahunan pemerintah Daerah yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat

Orut.6 yang masa berlakunya dari tanggal 1 Januari sampai dengan 3'1 Desember tahun

berkenaan.

satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat sKPD adalah perangkat daerah

pada pemeiint"n daerah selaku pengguna anggaran / pengguna-barang.

satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat sKPKD adalah

perangkat daerah pada pemerintih daerah selaku pengguna anggaran / pengguna barang

yrng jlg, melaksanakan pengelolaan keuangan daerah'

Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD yang selanjutnya disebut DPA SKPD adalah

dokumen yang memuat pen'd-apatan, belania, [embiayaan yang digunakan sebagai dasar

pelaksanaan anggaran oleh penggun, anggrran yang disahkan oleh PPKD dan diketahui

oleh Sekretaris Daerah yang UEifungsi JJUagai dasar untuk melakukan tindakan yang

mengakibatkan pegeluaran dlerah dan pencaiian dana atas beban APBD serta dokumen

pendukung kegiatan akuntansi pemerintah'

Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah ad.alah kepala daerah yang karena

jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan

keuangan daerah.

pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkSt PPKD .adalah 
kepala

="iurn kerja 
-pengelola 

keu"angan daerah yang selanjutnya disebut dengan' kepala SKPKD

yang *umpunyri tugas m6laksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai

bendahara umum daerah,

3.

4.

5.

6.

7.



B. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingKat BUD adalah PPKD yang bertindak

dalam kapasitas sebagai bendahara umum daerah'

g. Kuasa Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya OisingXat Kuasa BUD adalah pejabat

yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian tugas BUD'

10. Bendahara Pengeluaran adatah pejabat fungsional yang ditunjuk menerima, menyimpan,

membayarkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan

belanja daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada SKPD' '

1.1. Bendahara Penerimaan adalah pejabat fungsional yang ditunjuk menerima, menyimpan,

menyetorkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang yang diterimanya

dalam rangka pelaksanaan APBD pada SKPD

12. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disebut PA adalah pejabat pemegang kewenangan

penggunaan ,nggrrin -untuk meiaksanakan tugas pokok dan fungsi SKPD yang

dipimpinnYa.

13. Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disebut KPA adalah pejabat yang diberi kuasa

untuk melaksanakan"-sebagian- kewenangan pengguna anggaran dalam melaksanakan

sebagian tugas dan fungsi SKPD.

14. Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD yang selanjutnya 9i:'lgkrt PPK-SKPD adalah

pejabat yang melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada SKPD.

.15. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan yang selanjutnya disingkat PPTK adalah pejabat pada

unit kerla SKpD yang melalisanakan satu atau beberapa kegiatan dari suatu program

sesuai dengan bidang tugasnYa.

16. Kas Umum Daerah adalah tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh kepala

daerah untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan digunakan untuk membayar

seluruh pengeluaran daerah.

17. Rekening Kas Umum Daerah adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang

ditentukan oleh kepala daerah untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan

digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.

1g. Anggaran Kas adalah dokumen perkiraan arus kas masuk yang bersumber dari penerimaan

dai-perkiraan arus kas keluar untuk mengatur ketersediaan dana yang cukup guna

mendanai pelaksanaan kegiatan dalam setiap periode.

1g, Surat Penyediaan Dana yang selanjutnya disingkat SPD adalah dokumen yang menyatakan

tersedianya dana untuk melaksanakan kegiatan sebagai dasar penerbitan SPP.

20. Surat permintaan Pembayaran yang selanjutnya disingkat SPP adalah dokumen yang

diterbitkan oleh pejabat yang bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan/bendahara

pengeluaran untuk mengajukan permintaan pembayaran.

21. Spp Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat SPP-UP adalah dokumen yang diajukan

oleh bendahara pengeiuarin untuk permintaan uang muka kerja yang bersifat pengisian

kembali (revotving)yang tidak dapat dilakukan dengan pembayaran langsung'

ZZ. Spp Ganti Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat SPP-GU adalah dokumen yang

diajukan oleh bendaharan pengeluaran untuk permintaan pengganti uang persediaan yang

tidak dapat dilakukan dengan pembayaran langsung.

23. Spp Tambahan Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat SPP-TU adalah dokumen

yang diajukan oleh bendahara pengeluaran untuk permintaan iambahan uang persediaan

guni metaXsanakan kegiatan SKPD yang bersifat mendesak dan tidak dapat digunakan

untuk pembayaran langsung dan uang persediaan'

24. Spp Langsung yang selanjutnya disingkat SPP-LS adalah dokumen yang {19k9n oleft

bendahari pengetulran untuk permintaan pembayaran gaji dan oleh PPTK untuk

pembayaran XepaOa Pihak Ketiga atas dasar Perjanjian Kontrak Kerja atau Surat Perintah

kerja tiinnya dengan jumlah, penerima, peruntukan, dan waktu pembayaran tertentu.



25. Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat SPM adalah doKumen yang

digUnakan/diterbitkan oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran untuk penerbitan

SP2D atas beban pengeluaran DPA-SKPD.

26. Surat perintah Membayar Uang Persediaan yang selanjutnya .disingkat SPM-UP adalah

dokumen yang diterbiikan oteh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran untuk

penerbitan SP}D atas beban beban pengeluaran-Opn-SfpD yang dipergunakan sebagai

uang persediaan untuk mendanai kegiatan.

27. Surat perintah Membayar Ganti Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat SPM-GU

adalah dokumen yang diterbitkan oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran

untuk penerbitan SP2b atas beban pengeluaran DPA-SKPD yang dananya dipergunakan

untuk mengganti uang persediaan yang telah dibelanjakan'

28. Surat Perintah Membayar Tambahan Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat SPM-TU

adalah dokumen yang diterbitkan oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran

untuk penerUitan SpZb atas beban pengeluaran DPA-SKPD, karena kebutuhan dananya

melebihi darijumlah batas pagu uang persediaan yang telah ditetapkan.

29. Surat perintah Membayar Langsung yqng selanjutnya disingkat SPM-LS adalah dokumen

yang diterbitkan oleh 
-pengguna 

anggaran/kuasa pengguna anggaran untuk penerbitan

Sp2D atas beban pengetuJran Opn-SXpD untuk pembayaran gajilhonor, perjalanan dinas

dan atau untuk pembayaran kepada pihak ketiga'

30. Surat perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disingkat SP2D adalah dokumen yang

digunakan sebagai dasar pencairin dLna yang diterbitkan oleh BUD berdasarkan SPM'

31. Surat Keterangan Penghentian Pembayaran yang selanjutnya disebut dengan SKPP adalah

dokumen yang OiterOitkan oleh pengguna anggaran sebagai keterangan atas terhitung mulai

bulan dihentikannya pembayaran gaji Pegawai Negeri Sipil'

32. Surat pernyataan Tanggung Jawab Belanja yang selanjutnya disebut SPTB adalah

pemyataan tanggung;awiU belanja yang dibuat oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna

Anggaran atas transaksi belanja sampai dengan jumlah tertentu.

33. Bendahara pengeluaran Pembantu adalah pejabat pembantu bendahara pengeluaran yang

secara fungsioial bertanggung jawab atas pelaksanaan tuganya kepada Bendahara

Pengeluaran.

34. pembuat Daftar Gaji yang selanjutnya disebut PDG adalah petugas yang ditunjuk Pengguna- 
nntgrran untuk membuat dan menatausahakan daftar gaji satuan kerja yang bersangkutan

35. .Sistem giral adalah sistem pembayaran yang menggunakan giro bank untuk menampung

pembayJran kepada Bendahara pengeluaran / Pihak Ketiga yang penarikannya

menggunakan Ceque / Giro Bank.

BAB II

PENATAUSAHAAN KEUANGAN DAERAH

Azas Umum Penatausahaan Keuangan Daerah

Pasal 2

pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran, bendahara penerimaan/pengeluaran dan

orang atau badan yang menerima atau ]ienguasai uang/barang/kekayaan daerah wajib

menyelenggarakan pen-tausahaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan'

pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan

surat bukti yang menjadi dasar penerimaan daiiatau pengeluaran atas pelaksanaan APBD

bertanggung jawab tlrhadap kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan

surat bukti dimaksud.

(1)

(2)



(2) Penatausahaan atas penerlmaan

a. buku kas umum.

b. disetor melalur bank lain,badan,lembaga keuangan dan / zrtau kantor pos oleh pihak

.. oT=tJ,no| Liln,r, bendahara penerimaan oreh pihak ketiga.

(3) Benda berharga seperti karcis retribusi sebagar tanda bukti pembayaran oleh pihak ketiga

kepada UenOanaia-penerimaan ."Uug"i*rn"u drmaksud pada ayat (2) huruf c diterbitkan

dan disahkan oleh PPKD'

Pasal 6

Dalam hal daerah yang karena kondisi geograflsnya sulit dijanEkau dengan komunikasi dan

transportasi sehingga rielebihi oatas wakiu plnv"totrn sebagaimana dimaksud dalam pasal 5

ayal (2) harus sudah disetor ke rekening kas daerah selambit-lambatnya 1(satu)bulan setelah

penerimaannYa.

Pasal 7

(1) Bendahara penerimaan waiib menyelenggarak'ltTit:ysahaan terhadap seluruh

penerimaan dan penyetoran atas penerimaan yang menjadi tanggung jawabnya'

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan :

b. buku pembantu per rincian objek penerimaan; dan

c. buku rekapitulasi penerimaan harian'

(3) Bendahara penerimaan dalam melakukan penatausahaan sebagaimana dimaksud pada

ayal (2) menggunakan :

a. surat ketetapan pajak daerah ( SKP-Daerah);

b. Surat ketetapan retribusi ( SKR );
c. Surat tanda setoran (STS )

d. Surat tanda bukti pembayaran; dan

e. BuKi Penerimaan lain Yang sah'

(4) Bendahara penerimaan pada sKPD wajib mempertanggungjawabkan secara.,administratif

atas pengelolaan uang yang menjadi tanggung jawabnya dengan menyampaikan laporan

perta'nggirngjawaban pen"rimrrn kepada pengguna anggaran/kuasa pengg una anggaran

metatuiFpX-SXpO paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya.

(5) Bendahara penerimaan pada sKPD wajib mempertanggungjawqbkan secara..fungsional

atas pengelolaan ,rng y"ng menjadi tanggung iawabnya dengan menyampaikan laporan

pertanggirngjawaban !"nurir"rn Xepaaa ppXD selaku BUD paling lambat tanggal 10

bulan berikutnYa.

(6) Laporan pertanggungjawaban penerimaan sebagaimana dimaksud apada ayat (4) dan ayat

(5) dilamPiri dengan :

a, buku kas umum
b. buku pembantu per rincian objek penerimaan;

c. buku rekapitulasi penerimaan harian, dan

d. bukti penerimaan lain Yang sah.

(7) PPKD selaku BUD melakukan verifikasi ,evaluasi dan analisis atas laporan

pertanggungjawaban bendahara menerimaan pada SKPD sebi:gaimana dimaksud pada

ayat (5).

(8) Verifikasi ,evaluasi dan analisis sebagaimana dimaksud dalam ayat (7) dilakukan dalam

rangka rekonsiliasi Penerimaan'



19) Mekanisme dan tatacaraverifikasi,evaluasi dan analisis sebagaimana dimaksud pada

'"' ;;;i[i uirirt dengan peraturan kepala daerah'

(,10)Formatbukukasumum,bukupembantuperrincianobjekpenerimaandanbuku
rekapitulasi p"n"rin.,urn harian ."urgri*ana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam

lampiran I Peraturan BuPati ini'

(11)Formatsuratketetapanpajakdaerah,suratketetapanretribusi'surattandasetoran'dan
surat tanda bukti fembayaran sebaguir"n dimaksud apada ayat (3) tercantum dalam

lamPiran ll Peraturan BuPati lni'

(12) Format laporan pertanggungjawaban bendahara penerimaan sebagaimana dimaksud pada

ayat (4) Oan ayat-151 i"':cant,i* dalam Lampiran lll Peraturan Bupati ini'

,Pasal 
8

(1) Dalam hal objek pajak pendapatan.daerah tersebar atas pertimbangan kondisigeografis

wajib pajak Oainfatau wajib reiribusi tidak mungkin mem bayar kewajibannya. langsung

pada badan, temuaga keuangan atau kantor pios yang bertugas melaksanakan sebagian

dan fungsi bendahara penerimaan, dapat ditunjuk bendahara penerimaan pembantu'

(2) Bendahara penerimaan pembantu wajib menyelenggarakan penatausahaan terhadap

seluruh penerimaan dan penyetoran atas penerimlin yang menjadi tanggung jawabnya'

(3) Penatausahaan atas penerimaan sebagaimana dimaksud paoa ayat (2) menggunakan :

a. buku kas umum;dan
b. buku kas'penerimaan harian pembantu'

Bendahara penerimaan pembantu dalam melaksanakan pefratausahaan sebagaimana

dimaksud pada ayat (3) menggunakan :

(4)

a. surat ketetapan pajak daerah ( SKP-Daerah);

b, Surat ketetapan retribusi ( SKR );

c. Surat tanda setoran (STS );
d. Surat tanda bukti pembayaran; dan

e. Bukti penerimaan lain Yang sah'

(5) bendahara penerimaan pembantu wajib menyampa.ikan laporan pertanggungjawaban

penerimaan kepada bendahara peneiimaan paling lambat tanggal 5 bulan berikutnya

(6) bendahara penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) melakukan

verifikasi,evaluasi dan analisis atas laporan pertanggungjawaban penerimaan

(7) format buku kas penerimaan harian pembantu sebagaimana dimaksud pada (3) huruf b

tercantum dalam Lampiran lV peraturan Bupati ini

Pasal 9

Dalam hal bendahara penerimaan berhalangan' maka: '

a, apabila melebihi 3 (tiga) hari sampai selama-lamanya 1 (satu) bulan., bendahara

pengeluaran tersebut wliio memnerikan surat kuasa kepada pejabat yang ditunjuk untuk

melakukan pembayaran dan tugas-tugas bendahara pengeluaran atas langgung jawab

bendahara pengeluaran yang bersangkutan dengan diketahui kepala SKPD;

b. apabila melebihi 1 (satu) bulan sampai selama-lamanya 3 (tiga) bulan, harus ditunjuk

pejabat bendahara pengeluaran dan diadakan berita acara serah terima;



apabila bendahara pengeluaran sesud.ah 3 (tiga )

tugas, maka dianggap yang bersang.kutan telah
jrSrtun sebagai 

-bendahara pengeluaran dan

penggantinYa.

bulan belum juga dapat melaksanaKan
mengundurkan diri atau berhenti dari

oleti karena itu segera diusulkan

(1)

(2)

BAN IV

PENATAUSAHAAN PENGELUAMN

PenYediaan Dana

Pasal 10

Setelah penetapan anggaran kas, PPKD dalam rangka manajemen kas menerbitkan SPD

sPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dlsiapkan' oleh kuasa BUD untuk

ditandatangani oleh PPKD, setelah menerima permintaan dari SKPD.

Pasal 11

(1) pengeluaran kas atas beban APBD dilakukan berdasarkan SPD atau dokumen lain yang

dipersamakan dengan SPD.

(2) Format permintaan SPD dan Format SPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum

dalam Lampiran I Peraturan Bupati ini'

Surat Permintaan Pembayaran ( SPP )

Pasal 12

Berdasarkan sPD atau dokumen lain yang dipersamakan dengan sPD, bendahara

pengeluaran mengajukan SPP kepada pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran

melalui PPK-SKPD.

SPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:

a. SPP Uang Persediaan (SPP-UP);

b. SPP Ganti Uang (SPP-GU);

c. SPP Tambahan Uang (SPP-TU); dan

d. SPP Langsung (SPP-LS).

(3) Pengajuan SPP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, huruf b' dan huruf c

dilampiri dengan daftar rincian rencana penggunaan dana '

Pasal 13

penerbitan dan pengajuan dokumen SPP-UP dilakukan oleh bendahara pengeluaran

untuk memperoleh persetujuan dari pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran

melalui ppK-SKPD dalam iangka pengisian uang persediaan dengan kode rekening

xxxxx.0000.825111. ( Kode xxxxx adalah kode Urusan Pemerintahan Daerah )'

Besaran SPP-UP adalah maximum 1/'10 dari pagu anggaran dalam DPA SKPD yang

bersangkutan setelah dikurangi dengan pengeluaran yang harus dilakukan dengan LS'

Dokumen SPP-UP sebagaimana dimaksud pada ayat ('1) terdiridari:

a. surat pengantar SPP-UP;

b. ringkasan SPP-UP;
c, rincian rencana penggunaan SPP-UP;

(1)

(2)

(1)

(2)

(3)



(3)

(4)

f. surat keterangan yang memuat penjelasan keperluan pengisian tambahan Uang

persediaan tersebut untuk kebutuhan yang sangat mendesak'

g iierening Koran yang menunjukan saldo terakhir '

Dokurnene,fdangdilampirkanpadasaatmenyantpaikanpermlntaanSP2D'

Batas jumlah pemberian SPP-TU adalah :

PPKD dapat memberikan TU sampai dengan iumlah Rp.300.000'000,- dan penambahan

TU diatas Rp.J00.000.000,- harus m-endipat persetujuan dari Bupati' dengan

memperhatikan rincian kebutuhan dan waktu pelaksanaan-

Dalam hal dana tambahan uang tidak habis digunakan dalam 'l (satu) bulan, maka sisa

tambahan uang harus disetor ke rekening kas daerah'

(5) Format surat keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f tercantum datam

LamPiran Vl Peraturan buPati ini'

Pasal 16

Pengajuan dokumen SPP-UP, SPP-GU dan SPP-TU sebagaimana dimaksud dalam Pasal

n;yij(1), pasat 24 ayat (1)dan Pasal 25 ayat (1)digunakan dalam rangka pelaksanaan

pengetua rln SKP D yang harus dipertang g ungj awabkan'

Format draf surat pernyataan pengguna anggaran/kuasa pengguxa. anggaran

sebagaimana dimaksud dalim Pasat 13-Jyat (3) huruf f, Pasal 14 ayal (2) huruf f, dan

pasall5 ayat (2) huruf e tercantum dalam Lampiran Vll Peraturan Bupati ini'

Pasal 17

(1) Penerbitan dan pengaiuan dokumen SPP-LS untuk pembayaran gaJi dan tunjangan serta

penghasilan lainnyJ sesuai dengan peraturan perundang-undangan dilakukan oleh

bendahara pengeiuaran guna memperoleh persetujuan pengguna anggaran/kuasa

pengguna anggaran melalui PPK-SKPD.

(Z) Dokunen SPP-LS r-rntuk pembiiyaran gaji dan tunjangan sebagaitnana dimaksud pada ayat

(1) terdiri dari:'a. surat Pengantar SPP-LS;
b. ringkasan SPP-LS,
c. rincian Penggunaan SPP-LS, dan

d. lampiran SPP-LS.

(3) Lampiran dokumen SPP-LS untuk pembayaran gaji dan tuniangan serta penghasilan' 
lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d mencakup:

daftar pembayaran gaji induk/ daftar gaji susulan/kekurangan galt

daftar Honorarium I daftar lembur dll;

Surat Perintah kerja lembur;
daftar gaji terusan;
uang Ou(a wafaUtewas yang dilengkapi dengan daftar gaji induUgaji susulan/

kekurangan gaii/uang duka wafat/tewas;
f, SK CPNS;
g. SK PNS;
h. SK kenaikan Pangkat;
i. SK jabatan;
j. kenaikan gaji berkala;
k. surat PernYataan Pelantikan;
l. surat pernyataan masih menduduki labatan;

I1

(1)

(2)

a.
b.
c.

d.
e.



m, surat pernyataan melaksanakan tugas;

n. daftar keluarga (KP );

o. fotokoPi surat nikah;
p. fotokopi akte kelahiran; 

-,- _..^-^^ /or.1DD
; surat keterangan pemberhentian pembayaran (SKPP) gali;

r. drfta, Potongan sewa rumah dinas;

s. surat keterangan masih sekolah/kuliah'

t. surat Pindah;
u. surat kemattan;
v. SSP PPh Pasal 21; dan

w. peraturan perundang-undangan mengenai penghasilan pimpinan dan anggota DPRD

serta gaji dan tunjangan iepala daerah/wakil kepala daerah'

(4) Kelengkapan lampiran dokumen sPP-LS pembayaran gaji dan tunjangan sebagaimana
' ' dimakiud pada ayat (3) digunakan sesuar dengan peruntukannya.

Pasal 18

(1) PPTK menyiapkan dokumen SPP-LS untuk pengadaan barang dan iasa untuk disampaikan

kepada bendahaia pengeluaran dalam rangka pengajuan permintaan pembayaran'

(2) Dokumen sPP-LS untuk pengadaan barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

terdiri dari:
a. surat Pengantar SPP-LS;
b ringkasan SPP-LS;
c. rincian Penggunaan SPP-LS; dan

d. lamPiran SPP-LS.

(3) Lampiran dokumen SPP-LS. untuk pengadaan barang

pada ayat (2) huruf d mencakuP:

dan jasa sebagaimana dimaksud

a. salinan SPD;
b. salinan surat rekomendasi dari SKPD teknis terkait;

c. SSP disertai tafiur pajak (PPN dan PPh) yang telah ditandatangani wajib pajak dan

wajib pungut;
d. suiat pedanjian kerjasama/kontrak antara pengguna anggaran/kuasa pe.ngguna

anggaran dengan pihak ketiga serta mencantumkan nomor rekening bank pihak

ketiga;
e. berita acara penyelesaian pekerjaan;

f. berita acara serah terima pekerjaan barang dan jasa,

g berita acara PembaYaran;
h. kuitansi bermeterai, nota/faktur yang ditandatangani pihak ketiga dan PPTK serta

disetujui oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran;

i. surat'jaminan UJ,it atau-yang dipersamakan yang dikeluarkan oleh bank atau

lembaga keuangan non bank yang diakui ;

j. dokum-en lain yJng dipersyaraikan untuk kontrak-kontrak yang dananya sebagian atau

seluruhnya beisumber dari penerusan pinjaman/hibah luar negeri;

k. berita acara pemeriksaan yang ditandatangani oleh pihak ketiga/rekanan serta unsur

panitia pemeiiksaan barang berikut lampiran daftar barang yang diperiksa;

l. surat angkutan atau konosemen apabila pengadaan barang dilaksanakan di luar

wilayah kerja;
,. ,rrri pemberitahuan potongan denda keterlambatan pekerjaan dari PPTK apabila

pekerjaan mengalami keterlambatan;
n. ioto/buku/dokumentasi tingkat kemajuan/ penyelesaian pekerjaan;

o. potongan jamsostek (potongan sesuai dengan ketentuan yang berlaku/surat

pemberitahuan jamsostek), dan
p. Surat setotan tanda lunas Galian C

T2



Pasal 21

permintaan pembayaran belanja bunga, subsidi, hibah, bantuan sosia{' belanja bagi hasil'

bantuan keuangan, dan pembiayaan oleh bendahara pengeluaran SKPKD dilakukan dengan

menerbitkan Sne-LS yang di'J'XLn kepada PPKD melalui PPK-SKPKD'

Pasal 22

(1)Dokumenyangdigunakanolehbendaharapengeluarandalarnmenatausahakan
pengeluaran permintian pembayaran mencakup:

a. buku kas umum;
b. buku simPanan/bank;
c. buku Pajak;
d. buku Panjar,
e. buku iekipitulasi pengeluaran per rincian obyek; dan

i. register SPP-UP/GU/TU/LS'

(2)

(3)

(4)

(5)

(7)

(6)

Dalam rangka pengendalian penerbitan permintaan pembayaran untuk setiap kegiatan

dibuatkan kartu kendali kegiatan'

Buku-buku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf.b, huruf c' huruf d, huruf e' dan

nrrri iarprt dikJrjakan oleh pembantu bendahara pengeluaran'

Dokumen yang digunakan oleh PPK-SKPD dalam menatausahakan penerbitan sPP

mencakup register SPP-UP/GU/TU/LS'

Kartu kendali kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran Vl

peraturan buPati ini.

Format buku kas umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sesuai dengan

Lampiran Vll Peraturan buPati ini.

Dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat ('1)huruf b, huruf c, huruf d, huruf e' dan huruf

f,;;;;;yrf 1+;-tercantum dalam Lampiran lX Peraturan Bupati ini'

Pasal 23

pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran meneliti kelengkapan dokumen SPP-UP'

Spp--6U, Spp-iu, dan SPP-LS yang diajukan oleh bendahara pengeiuaran'

Penelitian kelengkapan dokumen SPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan

oleh PPK-SKPD.

Dalam hal kelengkapan dokumen yang diajukan sebagatmana dimaksud pada ayat (2)

tidak lengkap, perlskeo *"ngemba1-ikan dokumen SPP-UP, SPP-GU, SPP-TU' dan

SPP-LS kLpada bendahara pengeluaran untuk dilengkapi'

(1)

(2)

(J,)

(1)

Surat Perintah MembaYar ( SPM )

Pasal 24

Dalam hal dokumen sPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal

lengkap dan sah, pengguna anggaran/kuasa pengguna anggarAn

rangkap 5(lima ) :

a. Lembar kesatu,kedua dan ketiga disampaikan kepada PPKD

b. Lembar keempat dan kelima sebagai pertinggal pada SKPD

22 ayat (2) dinYatakan
menerbitkan SPM dalam

r4



(2) Dalam hal dokumen SPP

lengkaP dan/atau tidak

menerbitkan SPM.

SPM yang telah diterbitkan sebagaimana

kuasa BUD untuk Penerbitan SP2D'

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat

sah, pengguna anggaran/kuasa pengguna
(2) dinyatakan tidak
anggaran menolak

(1)

(2)

(3)

Pasal 25

penerbitan SPM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) paling lama 3 (tiga) hari

fer1a ternitung sejak diterimanya dokumen SPP'

Penolakan penerbitan SPM sebag aimana dimaksud dalam Pasal 34 ayal (2) paling lama

f isatul hari kerja terhitung sejak diterimanya pengajuan SPP'

FormatSPMsebagaimanadimaksudpadaayat(1)tercantumdalamLampiran
X Peraturan BuPati ini.

Format surat penolakan penerbitan SpM sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum

dalam Lampiran Xl Peraturan Bupati ini'
(4)

(1)

(2)

Pasal 26

dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) diajukan kepada

Pasal 27

tercantum dalam Lampiran Xll Peraturan

Dokumen-dokumen yang digunakan oleh pengguna anggaranlkuasa pengguna anggaran

dalammenatausanaXanpengeluaranperintahmembayarmencakup:
a. register SPM-UP/SPM-GU/SPM-TU/SPM-LS: dan

b. registe, surat penolakan penerbitan SPM'

penatausahaan pengeluaran perintah membayar sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dilaksanakan oleh PPK-SKPD.

(3) Dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

Bupati ini.

Pasal 28

Setelah tahun anggaran berakhir, pengguna anggara.nlkuasa pengguna anggaran dilarang

menerbitkan spM ying memuebanitahun anggaran berkenaan.

Prosedur Penerbitan
Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D)

Pasal 29

(1) Kuasa BUD meneliti kelengkapan dokumen sPM yang diajukan oleh pengguna anggaran/

kuasa pengguna anggaran agar pengeluaran yang diajukan tidak melampaui pagu dan

memen u hi syaratl""n"g oitetipta h da-iam peraiurah peru ndan g-u ndan g an ya n g berl aku

(2)Pengujian SPM yang dilaksanakan oleh Kuasa BUD mencakup pengujian yang bersifat

substantive dan formal;

I5



(3) Pengujian subsiantive dilakukan untuk' ;

a. Menguji kebenaran perhitungan tagihan yang tercantum dalam SPM;

b. Menguji ketersediaan dana prO" f"girtrnl.JU kegiatan/rekening dalam DPA-SKPD yang

ditunluk dalam SPM tersebut;

c. Menguji dokumen sebagai dasar penagihan;

d.MengujisPTBdariPenggunu,ngg,ran/kuasapenggunaanggaranmengenaitanggung
jawai kebenaran pelaksanaan pembayaran;

c. Menguji Surat Setoran Pajak'

(4) Pengujian formal dilakukan untuk ' 
- ---f,^r^-^^^ cD^

a. Mencocokan tanda tangan pejabat penandatangan S.PM dengan specimen tanda tangan'

b. Memerik., .ri, punuliJan/pengisian jumlah uang dalam angka dan huruf

c. Memeriksa kebenaran dalam penulisin, termasuk tidak boleh terdapat cacat dalam

Penulisan.

Pasal 30

(1) Hasil pengulian oleh Kuasa BUD ditin'dak lanjuti dengan Penerbitan SP2D dan diatur

sebagai berikut .

a.SPMyangdiajukankeKuasaBUDdigunakansebagaidasarpenerbitanSP2D'

b. SPM dimaksud dilampiri bukti pengeluaran sebagai berikut

1) Untuk keperluan Pembayaran langsung (LS) be.lanja pegawai dan pengahasilan

lainnya sesuai dengan pasal 17 ayat (3) dan ayat (4)

2)UntukkeperluanPembayaranUPuntukpenerbitanSP2DadalahSemualampiran
sesuai dengan Pasal '13 aYat (3)

3) Untuk keperluan pembayaran GU -UP dengan dilampiri sesuai dengan pasal 16 ayat

3 disertai dengan :

- surat pengesahan pertanggungjawaban

sebelumnya ( SPJ Belanja )

4) Kelengkapan dokumen sPM-TU untuk penerbitan sP2D adalah seluruh dokumen
' 

Lampiran' SPM-TU sesuai dengan pasal 15 ayal2'

5) Kelengkapan dokumen SPM-LS untuk penerbitan SP2D mencakup semua lampiran

sPM-LS (bukti-bukti pengeluaran yang sah dan lengkap sesuai dengan kelengkapan

persyaratan yang diieta[Xan Oalim peraturan perundang-undangan)sesuai dengan

pasal 19 ayat (3), ayat (4) dan ayat (5)'

(2) Dalam hal dokumen SPM sebagaimana dimaksud pada ayat ('1)dinyatakan lengkap, kuasa

BUD menerbitkan SP2D'

(3) Dalam hal dokumen SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan tidak lengkap

dan/atau tidak sah dan/atau pengeluaran tersebut melampaui pagu anggaran, kuasa BUD

menolak menerbitkan SP2D.

(4) Dalam hal kuasa BUD berhalangan, yang bersangkutan dapat menunjuk pe.iabat yang

diberi wewenang untuk menandatangani SP2D'

(5) Format sP2D sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tercantum dalam Xlll peraturan bupati

ini.

Pasal 31

(1)Penerbitan SP2D wajib diselesaikan oleh BUD dalam Batas wafiu sebagat berikut '

a. SP2D Gaji lnduk diterbitkan paling lambat 5(lima) hari kerja sebelum awal bulan

PembaYaran gaji

b. Sp2D Non Gaji induk diterbitkan paling larnbat 5(lima)hari kerja setelah diterima SPM

secara lengkaP.

bendahara Pengeluaran Periode
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(2)

o. spzD UP/TU/GU/LS paling lambat 3(tiga)hari ker]a setelah diterima sPM

lengkaP.

penolakan penerbitan sP2D sebagaimana dimaksud dbtam Pasal 35 ayat (1) paling

(satu) hari kerja turnit*g tujak dlterima"V" p""g'iuan SPM kecuali untuk untuk

iegawal Paling lama 3(tiga) hari'

(3) Penerbitan SP2D oleh BUD dilakukan dengan cara :

a. SP2D ditanda tangani oleh Kuasa BUD

b. sPzD diterbitkan dalam rangkap 6(enam) dan dibubuhi stempel BUD dan disampaikan

:kepadabankoperasionalmelaluiSeksiKasda(setelahdibukukan
Oan OiOuUuhi tanda tangan oleh Kasi Kasda )'

:KepadaSKPDdengandilampirisPMtelahdibubuhicap..Telah
diterbitkan SP2D d.gg; " ''"""" Nomor """" dan asli

dokumen PendukungnYa'

:sebagaiperiinggalsKPKDdiUrusanPerbendaharaan(Penerbit
Penguji )

: kepada pihak ketiga atau sebagai pertinggal SKPKD di Urusan

Kasda.

: sebagai pertinggal SKPKD di Urusan Perbendaharaan'

: kepada SKPKD di Subdin Akuntansi dan Pelaporan'

diterbitkan dalam rangkap 4 (empat) sebagai pengantar SP2D dengan

- ditanda tangani oleh Kuasa BUD serta dibubuhi cap stempel

- daftar penguji lembar 1 dan lembar 2 dilampiri asll SP2D dikirim kepada Bank Operasional

melalui Kasie Kasda

- daftar penguji lembar ke 2 setelah ditandatangani oleh bank operasional dikembalikan

kepada SX-pfO dan disimpan oleh Urusan Kasda'

- daftar penguli lembar 3 sebagai perlinggal SKPKD di urusan Perbendaharaan (penerbit

Penguji )

-daftarpengu]ilembarke4sebagaipertinggatSKPKDdisubdinAkuntansidan

(5) Format surat penolakan penerbitan SP2D sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

dalam Lampiran XIV Peraturan Bupati ini'

Pasal 32

i1\ Krrac.a BI lD nrenyerahkan SP2D yang diterbitkarr uniuk keperluan uang persediaan/ganti
\ '/ 

,\uurLr

uang persediaan/tambahan ,rng "p"rrediaan kepada pengguna anggaran/kuasa

(2) Kuasa BUD menyerahkan sP2D y.ang diterbitkarr untuk keperluan pembayaran langsung

kepada Bendahara Pengeluaran / pihak ketiga'

Pasal 33

(1) Dokumen yang digunakan kuasa BUD dalam menatausahakan sP2D mencakup:

a. register SP2D;
b. r"littur surat penotakan penerbitan SP2D; dan

c. buku kas penerimaan dan pengeluaran'

secara

lama 1

belanja

Petaporan,

tercantum

kePada :

- Lembar 1

- Lembar 2

- Lembar 3

- Lembar 4

- Lembar 5

- Lembar 6

(4) Daftar Penguji SP2D
ketentuan :

tt



(2) Format dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1)tercantum dalam Lampiran XVperaturan bupati ini.

BAB V

Pertanggungjawaban penggunaan Dana

Pasal 34

(1) Bendahara pengeluaran secara administratif waiib mempertanggungjawabkan penggunaan
uang persediaaniganti uang persediaan/tambah uang perseJiia,i'kepada kepala SKpDmelalui PPK-SKpD paring Iambat tanggar 5 buran berikitnya.

(2) Dokumen yang digunakan dalam menatausahakan pertanggungjawaban pengeluaran
mencakup:
a. register penerimaan laporan pertanggungjawaban pengeruaran (spJ);b. register pengesahan raporan pertanggungjawaban'perigetuaran ispjl;c. surat penorakan raporan perlanggungjawaban pengeruaran (spJ);d. register penorakan raporan pertanggungjawaban p6ngeruaran lsijL;; oane. register penutupan kas.

(3) Format dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran XVIPeraturan Bupati ini

(4) Dalam mbmpertanggungjawabkan pengelolaan uang persediaan, dokumen laporanpertanggungjawaban yang disampaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (.1) mencakup:

buku kas umum;
ringkasan pengeluaran per rincian obyek yang disertai dengan bukti-bukti pengeluaranyang sah atas pengeluaran dari setiap rinclan obyek yang 

-tercantum 
dalam riigkasanpengeluaran per rincian obyek dimaksud;

bukti atas penyetoran ppN/pph ke kas negara; dan
register penutupan kas.

(5) Buku kas umum sebagaimana drmaksud pada ayat (4) huruf a drtutup setiap bulan dengansepengetahuan dan persetujuan pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran.
(6) Dalam hal laporan perlanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tetah sesuai,pengguna anggaran menerbitkan surat pengesahan laporan pertanggungjawaban
(7) Batas waktu penerbitan surat pengesahan Iaporan pertanggungjawaban pengeiuaran

adalah 3(tiga) hari sete)air diterima oleh kepaia SXpO dan sanksr keterlambatanpenyampaian laporan pertanggungjawaban adalah sPP/sPM/sp2D tidak dapat dimintakanpembayarannya

(B) Untuk tertib laporan pertanggunglawaban pada akhir tahun anggaran, pertanggungjawaban
pengeluaran dana bulan Desemberdisampaikan paling lambat-tinggal'31 Oeiemnir.

(9) Dokumen pendukung SPP-LS dapat dipersamakan dengan bukti pertanggungjawaban ataspengeluaran pembayaran beban langsung kepada pihak-fetiga..
(1O)Bendahara pengeluaran pada SKPD wajib memperlanggungjawabkan secara fungsional

atas pengelolaan uang yang menjadl tanggung jawabnya dengan menyampaikan liporanpertanggungjawaban pengeluaran kepada PPKD selaku eUO paling lambat tanggal
10 bulan berikutnya

(1 1)Penyampaian pertanggungjawaban bendahara pengeluaran secara fungsional
sebagaimana dimaksud pada ayat (10) dilaksanakan setelah diterbitkan surat pengesahan
pertanggungjawaban pengeluaran oleh pengguna anggaranikuasa pengguna anggaran.

(12) Format laporan pertanggung.lawaban pengeluaran sebagaimana dinraksud pada ayat (10)
tercantum dalam Lamprran XVll peraturan bLrpati ini.

a.
b.

c.
d.
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C.

d.

Pasal 35

Dalam ntelakukan verifikasi atas lapoian pertanggungjawaban yang disampaikan, ppK-SKpD
berkewajiban:
a. meneliti kelengkapan dokumen laporan pe(anggungjawaban dan keabsahan bukti-bukti

pengeiuaran yang dilampirkan,
b. menguji kebenaran perhitungan atas pengeluaran per rincian obyek yang tercantum dalam

nngkasan per rincian obyek;
menghitung pengenaan PPN/PPh atas beban pengeluaran per rincian obyek, dan
menguji kebenaran sesuai dengan SPM dan SP2D yang diterbitkan periode sebelumnya

Pasal 36

('1) Bendahara pengeluaran pembantu dapat ditunjuk berdasarkan pertimbangan tingkatan
daerah, besaran .SKPD, besaran jumlah uang yang dikelola, beban kerja, Jokasi,
kompetensi dan/atau ;entang kendali dan pertimbangan objektif lainnya.

(2) Bendahara pengeluaran pembantu wajib menyelenggarakan penatausahaan
seluruh pengeluaran yang menjadi tanggung jawabnya.

terhadap

(3) Dokumen-dokumen yang digunakan oleh bendahara pengeluaran pembantu dalam
menatausahakan pengeluaran mencakup:

a. buku kas umum;
b. buku pajak PPN/PPh, dan
c. buku panJar

(4) Bendahara pengeluaran penrbantu dalam melakukan penatausahaan sebagaimana
dimaksud pada ayat (3) menggunakan bukti pengeluaran yang sah.

(5) Bendahara pengeluaran pembantu wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban
pengeluaran kepada bendahara pengeluaran paling lambat tanggal 5 bulan Uerit<utnya.

(6) Laporan pertanggungjawaban pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (S)
mencakup:
a. buku kas unrum;
b. buku pajak PPN/PPh; dan
c. bukti pengeluaran yang sah.
d. Laporan SPJ belanja -Administratif senrentara
e. Laporan SPJ belanja -Fungsional sementara

(7) Bendahara pengeluaran rnelakukan verifikasi, evaluasi dan analisis atas laporan
pertanggungjawaban pengeluaran sebagalmana dimaksud pada ayat (6) dan
mengkompilasi laporan tersebut menjadi Laporan pertanggungjawaban sKpD.

Pasal 37

(1) Pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran melakukan perneriksaan kas yang dikelola
oleh bendahara penerimaan dan bendahara pengeluaran sekurang-kurangnya 1 (satu) kali
dalam 3 (tiga) bulan.

(2) Bendahara penerimaan dan bendahara pengeiuaran melakukan pemeriksaan kas yang
dikelola oleh bendahara penerimaan pembantu dan bendahara pengeluaran pembantu
sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan.

(3) Pemeriksaan kas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dituangkan dalam
berita acara pemeriksaan kas.

(4) Berita acara pemeriksaan kas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disertai dengan
register penutupan kas sesuai dengan Lampiran XVlll peraturan bupati ini.
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Pasal 38

Bendahara pengeluaran yang mengelola belanja bunga, subsidi, hibah, bantuan sosial, belanja
bagi hasil, bantuan keuangan, belanja iiOat< terduga, dan pembiayaan melakukan
penatausahaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 39

Pengisian dokumen penatausahaan bendahara pengeluaran dapat menggunakan aplikasi
komputer dan/atau alat elektronik lainnya.

Pasal 40

Dalam hal bendahara pengeluaran berhalangan, maka:

a. apabila melebihi 3 (tiga) hari sampar selama-lamanya 1 (satu) buian, bendahara
pengeluaran tersebut wajib memberikan surat kuasa kepada pejabat yang ditunjuk untuk
melakukan pembayaran dan tugas-tugas bendahara pengeluaian atas tanggung jawab
bendahara pengeluaran yang bersangkutan dengan dlketahui kepala sKpD;b. apabila melebihi 1 (satu) bulan sampai selama-lamanya 3 (tiga) bulan, harus ditunjuk
pejabat bendahara pengeluaran dan diadakan berita acara serah ierima;c. apabila bendahara pengeluaran sesudah 3 (tiga ) bulan belum juga dapat melaksanakan
tugas, maka dianggap yang bersangkutan telah mengundurkan diri atau berhenti darijabatan sebagar bendahara pengeluaran dan oleh karena itu segera diusulkan
penggantinya.

Pasal 41

Bagan alir system dan prosedur Pendapatan daerah dan beianja daerah tercantum dalam
Lampiran XIX peraturan bupati ini.

BAB V

PELAPORAN REALISASI ANGGARAN

Pasal 42

Untuk keperluan penyusunan laporan pertanggung jawaban pelaksanaan APBD diperlukan
antara lain data realisasi APBD, arus kas, Neraca dan catatan atas laporan keuangan. Untuk
keperluan tersebut, maka :

a. Kepala SKPD selaku untt akuntansi pengguna anggaran ( UAKPA) wajib membuat laporan
Realisasi Anggaran per triwulan dan disampaikan ke Kepala Dinas PKKD Kab.Katingan
setiap tanggal 10 bulan berikutnya.

b. Kepala SKPKD selaku BUD wajib membuat Laporan Kas Posisi Kas ( LPK) bulanan dan
disampaikan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

c. Kepala SKPKD selaku kuasa BUD membuat laporan Triwulan realisasi anggaran dan arus
kas Kabupaten ,

f. Format Laporan RealisasiAnggaran dan Arus Kas tercantum dalam Lampiran XX peraturan
Bupati ini.
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BAB V

I(ETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 43

(1) Untuk mengawasi kredit pagu DPA-SKPD baik belanja peg'awai maupun non betanjapegawai , SKPKD wajib membuat kartu pengawasan Kredit de-ngan keteniuan :

a. Kafi-u pengawasan terdiri dari kartu induk pengawasan kredit, kartu pengawasan
perkelompok jenis belanja, dan kartu pengawasan bllanja pegawai perorangan;

b' Kartu pengawasan dibuat per satuan kerja/ kegiatan / sub kegiatan / jenis belanja;

c. Pada setiap akhir tahun anggaran kartu pengawasan tersebut ditutup dan diberi eatatan :" Saldo terakhir sebesar Rp..... Dana UP/TU yang beium disetor sebesarRp..... .', dan ditandatangani'oleh Kepala Sub Bag.Perbendaharaan atau kepala
SKPKD

(2) SKPKD wajib membuat kartu pengawasan kontrak.

(3) SKPP pegawai pindah diterbitkan oleh kepala SKPD datam rangkap S(tima) dan
disampaikan kepada SKPKD Daerah untuk disahkan dan dibuat rrrit p"ngantar yang
ditandatangani oleh Pejabat BUD dengan penjelasan :

a. lembar pertama dan ketiga dan kelima dikembalikan kepada SKpD yang bersangkutan
selanjutnya lembar perlama diteruskan kepada pegawai yang bersangxuian dan lembar
ketiga diteruskan kepada SKPD yang baru dan lembar kelimJuntut< arlip SKPD.

b- lembar kedua dikirim oleh SKPKD asal kepada SKPKD pembayar berikutnya;

c. Iembar ke empat untuk arsip SKpKD asal.

(4) SKPP pegawai Pensiun diterbitkan oleh kepala SKPD dalam rangkap S(lima) dan
disampaikan kepada SKPKD Daerah untuk disahkan dan dibuat rrrrt pengantar yang
ditandatangani oleh Pejabat BUD dengan penjelasan :

a. lembar pertama dan kedua dikirim kepada pT.Taspen ( persero );

b. lembar ketiga diserahkan kepada pegawai yang bersangkutan;

c. Iembar ke empat untuk arsip Bendahara pengeluaran pada sKpD;

d. lembar kelima untuk arsip SKpKD .

(5) Format SKPP sebagairnana dimaksud pada pasal 43 ayat (3) dan ayat ( 4 ) tercantum
dalam Lampiran XX Peraturan Bupati ini.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 44 .

Peraturan Bupati atau Keputusan Bupati Katingan yang mengatur tentang pedoman
Pelaksanaan APBD Kabupaten Katingan setelah Peratuian 

-Bupati 
ini ditetapkai dinyatakan

tidak berlaku.
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Pasal 45

Hal-hal yang belum diatur dalam peraturan Bupati ini akan ditetapkan dengan keputusan
Bupati.

Pasal 46

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal I Januari 2008.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan
penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Katingan

Ditetapkan di Kasongan
pada tanggal 01 APRIL 2008

BUFATI KATINGANl
Vt\tt4,vy,a)./

DUWEL RAWING

Diundangkan di Kasongan
Pada Tanggal,..0.i-04-2008

Plt. Sekretaris Daerah
Kabupaten Katingan

NAGAENTAR I.SALOH, BE,SE
Pembina Utama Muda

NlP. 530 003 151

Lembaran Daerah Kabupaten Katingan
Tahun 2008 Nomor
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Peraiuran Bupati ini n-rulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2008.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini denganpenempatannya dalam Lembaran Daerah Kah:upaien Katingan

Hal-hal yang belum diatur dalanr peraturan
Bupati.

Diundangkan di Kasongan
Pada Tanggal r. . 0.;,s0:j -2.0r-: i3

PIt. Sekretaris Daerah
Kabupaten Katingan

NAGAENTAR I. SALO[.I, BE,SE
Pembina Utama Muda

NtP. 530 003 1sl

Lembaran Daerah Kaftrrpaten Katingarr
Tahun 2008 Nomor .$..........

Fasal 4.5

Bupati ini akan ditetapkan dengan keputusan

Fasal 46

Ditetapkan di Kasongan
pada tanggal 01 APRTL 2008


